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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL
Nomor : 188.4/ 07 / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN BENTUK HIBAH KEPADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

Menimbang  : a. bahwa sesuai hasil rapat

Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendzl pada
tanggal 27 April 2023 telah disetujui bersamsz
Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyzt

Daerah Kabupaten Kendal

tentang Persetujusn

Bersama Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah Kabupaten Kendal dengan bentuk hibzh
kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupzten

Kendal;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf
“a” diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputuszn
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendzl
tentang Persetujuan bersama Rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Xendzl
tentang Persetujuan Bersama Terhadap
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten

Kendal cengan bentuk hibah

kepada Badan Amil

Zakat Nasior.al Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47,

Repu 1blik
e_ 1bzhan

T
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hz!
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub

Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tam “hahen

hx

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43353);

e
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L,".'\t.{!‘i',“\,H’.‘.:.ﬂ'p; Nomor 15 Tabun 2004

tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tangeunziawat
Keungan Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tehun 2009 Nomor 06, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomoer 4400)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 wentang
Sistem Perentanaan ‘ribangunan Naszional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambzahan Lembaran Nesgara Republik
Indonesiy Nomor 442 1) Undang Undang Nomoer 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sesial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonewia Nomor 4456):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangar  Keuangan Antara  Pemerintah dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aq438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indones a Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019  Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308§);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenmang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S687)
sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Sistem  Informas) Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana  telah  diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5155):
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10, Peratiran Pzmerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara,
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Ll. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pencrapan Standar
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583j;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593';

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah Propinsti dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6057);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taaun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 347);
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19.

. Peraturan  Dacrah  Kabupaten Kendal Nomor 11

Tahun 2007 tentang  Pokok-pokok  Penpgelolaan
Keuangan Dacrah  Kabupaten Kendal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11
Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daecrah
Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2007 tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan
Keuangan Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 Seri
E No. 21, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Nomor 31);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Nomor 12);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 217);

Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada
tanggal 27 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Kabupaten Kendal dengan bentuk hibah kepada Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal berupa tanah
yang berlokasi di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkandi Kendal
Pada tanggal 27 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
31 Af;_A{I‘\EN KENDAL
QQ.O & Ké_é\l a,
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Huapath Kendal,
Seliretartn Dinerah Knbupaten Kenedul;
Parva Asinten Setda Kab, Kendal,

Pava Ka, Badan Kabupaten Kendal,
Pnn\Hu,lHnnnlhﬂnunHvulvnuhﬂ;

Pavac Ko Begion pada Setdin Kab, Kendal,
Para K, Kantor Kab, Kepdnl;

Selaetaris DPRD Kab, Kendal;
Aralp
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